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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Aparatur 

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di desa laleten kecamatan weliman 

kabupaten malaka dapat disimpulkan Sebagai Berikut 

1. Masukan (input). Masukan atau saran yang di berikan pemerintah desa 

laleten sudah di laksanakan dengan baik tetapi pada saat pelaksanaan 

pembangunan terdapat dampak yang terjadi pada saat pembangunan dan 

sumber daya manusia kurang baik, dan kendala yang terjadi dalam 

pelaksanaan pembangunan pendekatan atau partisipasi masyarakat kurang 

baik maka dari situ pemerintah melaksanaakan pembangunan itu juga 

terdapat kendala, /dampak yang di lewati pemerintah 

2. Keluaran (Outputs) Dalam pelaksanaan pembangunan yang diberikan 

pemerintah desa sangat membantu masyarakat dan memenuhi kebutuhan 

dalam pertania/persawahan, air bersih, dan kesehatan masyarakat dan 

sangat ber manfaat bagi kebutuhan masyarakat. 

3. Hasil (Outcome) selama ini masyarakat desa laleten sangat membutuhkan 

bantuan dari pemerintah desa dan sekarang bantuan yang di berikan sudah 

dapat terlaksana dengan baik dan sangat memuaskan bagi masyarakat desa 

laleten. 
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.4. Manfaat (Benefits). Pembangunan yang ada di desa laleten sangat 

bermanfaat bagi masyarakat pembangunan yang di berikan pemerintah 

hasilnya sangat memuaskan dan manfaatnya sangat membantu masyarkat 

5. Dampak (Impact) kesiapaan dokumen perencanaan pembangun yang di 

siapkan oleh Tim Penyusun RKP Desa memang baik kerana demi 

mensejatrahkan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan harapan 

masyarakat, dan juga ketersediaan Anggran yang di berikan pemerintah 

kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani, 

sumur bor, wc(toilet) lampuh jalan sesuai dengan Anggaran yang sudah 

ada pada data yang peneliti dapatkan dari pemerintah, Pembangunan itu 

sangat membantu masyarakat. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis 

menyarankan bahwa:  

1. Di harapkan pembangunan yang sudah di berikan pemerintah desa ini 

dapat berjalan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahtraan 

dan kemakmuran masyarakat. 

2. Di harapkan masyarakat tetap aktif dalam setiap kegiatan pembangunan 

karena dalam pembangunan ini masyarakat merupakan tokoh utama 

dalam keberhasilan suatu pembangunan  

3. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap lembaga BPD 
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